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P  U  T  U  S  A  N

Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Buntok Kelas  II  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  –  perkara  perdata  dalam  peradilan  tingkat  pertama,  menjatuhkan

putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara : 

IRA PURNAMA : Umur  22  (dua  puluh  dua) tahun,  tanggal

lahir 4 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan,

Kebangsaan  Indonesia,  Agama  Kristen

Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Beralamat  di  Desa  Pararapak  Rt.  03

Kecamatan  Dusun  Selatan,  Kabupaten

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

yang  selanjutnya  disebut

sebagai………………………………

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

IRWANTO : Umur  25 (dua  puluh  lima) tahun,  tanggal

lahir  14  Maret  1993,  Jenis  Kelamin  Laki  –

laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen

Katolik,  Pekerjaan  Petani/Pekebun,

beralamat  di  Desa  Pararapak  Rt.  04

Kecamatan  Dusun  Selatan,  Kabupaten

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

yang  selanjutnya  disebut

sebagai…………...TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut  ; 

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  Buntok kelas II,

nomor  15/Pen.Pdt.G/2018/PN  Bnt,  tanggal  27  Agustus  2018, tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;  

Telah membaca Penetapan Majelis  Hakim Pengadilan Negeri  Buntok

Kelas  II,  nomor  15/Pdt.G/2018/PN  Bnt,  tanggal  27  Agustus  2018, tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dalam perkara ini ; 
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 Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ; 

Setelah memeriksa surat – surat bukti dan mendengar keterangan Saksi

– Saksi ; 

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  dengan  surat

gugatannya yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok kelas

II,  tanggal 27 Agustus 2018, dalam register Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Bnt,

mengajukan gugatan yang isinya sebagai  berikut : 

1. Bahwa  antara  Penggugat  (IRA  PURNAMA)  dengan  tergugat

(IRWANTO)  adalah  sebagai  pasangan  Suami  istri  yang  Sah,  yang

melangsungkan  perkawinan  secara  Agama  Kristen  Katolik  dihadapan

Pemuka  Agama  Kristen  Katolik  yang  bernama  Pastor  Filemon  Amel  di

gereja santo pada tanggal 23 april 2014 di buntok dan telah di catatkan di

dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan , Provinsi

Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6204-

KW-2404204-0005 tanggal 24-04-2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia

1 (satu) orang anak yang bernama : Juna Kristian, Agama : Kristen Katolik,

jenis kelamin : Laki-Laki , lahir di : Pararapak pada tanggal : 25 -07 -2012

dan sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa  pada  awal  pernikahan  kehidupan  rumah  tangga  antara

penggugat dengan tergugat berjalan cukup harmonis , rukun dan bahagia

sebagaimana layaknya  pasangan  suami  istri  dalam  membina  rumah

tangga;
4. Bahwa  kebahagiaan  kehidupan  rumah  tangga  antara  penggugat

dengan tergugat tidak berlangsung lama, oleh karena mulai sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran sebagai  akibat  adanya perbedaan prinsip

dalam  membina  rumah  tangga  antara  penggugat  dengan  Tergugat,

sehingga tidak dapat diselesaikan dan semakin meruncing;
5. Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  penggugat  dengan  Tergugat

terjadi sekitar awal tahu 2015 tergugat tanpa seijin penggugat telah pergi

meninggalkan  penggugat  dan  sejak  saat  itu  tergugat  tidak  pernah  lagi

memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara penggugat dengan  Tergugat

pernah  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  baik-baik,  namun  tidak

pernah berhasil , karena masing-masing sudah tidak peduli lagi;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan

untuk  hidup  berumah  tangga  dengan  tergugat  serta  antara  penggugat

dengan  tergugat  saat  ini  sudah  tidak  ada  komunikasi  dan  tidak  tinggal
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serumah,  sehingga menurut  penggugat  rumah tangga antara penggugat

denga  Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak

dapat diteruskan lagi, karena masing-masing pihak sudah tidak menjalani

hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
8. Bahwa untuk  mencegah  hal-hal  yang  bertentangan dengan  hukum,

maka permasalahan rumah tangga antara penggugat  dan tergugat  tidak

dapat  dibiarkan  berlarut-larut  ,karena  dikhawatirkan  akan  terjadi  hal-hal

yang tidak di  inginkan,sehingga penggugat mengambil  keputusan bahwa

jalan  terbaik  satu-satunya  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, karena keutuhan

rumah tangganya tidak dapat dipertahankan;
9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal terebut di atas, penggugat mohon

kepada majelis  hakim yang memeriksa  dan mengadili  perkara  ini  untuk

dapat  memberi  putusan yang menyatakan perkawinan penggugatan dan

tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumanya;
10. Bahwa mengenai anak dari perkawinan penggugat dan tergugat yang

bernama juna kristian agam ; Kristen Katolik, jenis kelamin ; Laki-Laki lahir

di  :  Buntok pada tanggal 25-07-2012 dan sampai saat ini  anak tersebut

tinggal  bersama penggugat,  oleh  karenanya  mohon agar  Majelis  Hakim

memutuskan  penggugat  sebagai  ibu  kandung  yang  diberikan  hak untuk

mengasuh dan membesarkannya sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penggugat sampaikan tersebut di

atas,  penggugat  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Buntok

Kelas  II,  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  agar  berkenan

memutuskan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (IRA PURNAMA) dengan

tergugat  (IRWANTO)  yang  dilangsungkan  secara  Agama Kristen  Katolik

dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik yang bernama Pastor Filemon

Amel, Msf di Gereja Santo Paulus pada tanggal 27-04-2014 di buntok  Dan

telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Barito

Selatan, Provinsi Kalimntan Tengah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan

Nomor  :  6204-KW-24042014-0005  Tanggal  24-04-2014  putus  karena

perceraiaan dengan segalanya akibat hukumnya.
3. Menyatakan Anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yang bernama Juna Kristian agama : Kristen Katolik , jenis kelamin : Laki-

Laki, Lahir di : Buntok pada tanggal : 25-07-2012, tetap dalam pengasuhan

pengugat sebagai ibu kandungnya.
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4. Memerintahkan kepada panitera  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II

untuk mengirimkan  Salinan putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil  Kabupaten Barito  Selatan setelah putusan ini  berkekuatan

hukum  tetap,  untuk  dicatatkan  perceraiaan  ini  dalam  Register  yang  di

peruntunkan untuk itu.
5. Membebankan  biaya  yang  ditimbulkan  akibat  perkara  ini  kepada

Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan,  Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui

Hakim  Mediator  :  JOHN  RICARDO,  SH.,  tetapi  mediasi  yang  dilakukan

Mediator  gagal,  sehingga  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Menimbang,  bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  Tergugat  telah

menyampaikan  Jawaban  tertanggal  5  Agustus  2018,  yang  isinya  adalah

sebagai berikut :

1. Apa yang sudah dinyatakan oleh Penggugat Pengadilan Negeri Buntok

Kelas II mengenai isi dari poin 1, poin 2 dan 3 saya akui dan daya nyatakan

benar.

2. Apa  yang  sudah  dinayatakan  oleh  Penggugat  pada  poin  4  yang

menyatakan  sering  terjadi  perselisihan,  pertengkaran  dan  perbedaan

prinsip  sehingga  tidak  dapat  diselesaikan  sehingga  semakin  meruncing,

sama sekali itu tidak benar dan hanya berupa aasan saja, karena menurut

saya didalam rumah tangga kami aman – aman saja dan biasa – biasa

saja.

3. Menjawab alasan gugatan istri saya (Penggugat) yang disampaikan ke

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada pon 5 tahun sejak awal tahun 2015

yang menyatakan bahwa saya pergi meninggalkan istri saya (Penggugat)

tanpa  seijin  Penggugat  dan  tidak  pernah  lagi  memberikan  nafkah  lahir

maupun batin kepada Penggugat dan pernyataan tersebut adalah bohong

dan tidak benar sebab yang benar adalah bahwa diawal tahun 2015 istri

saya (Penggugat) pernah mengajukan gugatan cerai kepada penghulu adat

desa pararapak (sdr.KARTISI)  untuk  diceraikan secara  adat  dan  hal  itu

sudah  dilaksanakan  oleh  penghulu  adat  sehingga  kamipun  diceraikan.

Walaupun itu hanya atas keinginan istri saya (Penggugat) dan bukan atas
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keinginan saya waktu itu, sebab saya tidak tahu letak kesalahan saya dan

saat itu lah saya tidak diterima lagi masuk bersatu dengan istri saya karena

istri saya menganggap bahwa kami sudah cerai. Guna menghindari hal –

hal yang tidak diinginkan, maka saya pergi ketempat orang tua saya dan

tinggal dirumah orang tua saya yang jaraknya hanya kurang lebih 50 meter

dari rumah penggugat.

4. Menjawab poin 6, seperti apa yang sudah saya nyatakan pada poin 2

tadi bahwa rumah tangga kami saat itu rukun dan tidak pernah ditangani

atau  diselesaikan  oleh  pihak  keluarga  atau  pihak  manapun  secara

kekeluargaan  karena  dalam  rumah  tangga  kami  tidak  pernah  terjadi

perselisihan  atau  pertengkaran  seperti  yang  dinyatakan  istri  saya

(Penggugat)  karena  semua  itu  bohong  dan  tidak  benar.  Karena

penyelesaian yang terjadi  itu  hanyalah penyelesaian gugatan cerai  oleh

penghulu adat atas keinginan si Penggugat sesuai dengan adat setempat.

5. Menjawab poin 7 bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat

bahwa  mengenai  tidak  ada  kecocokan  dan  tidak  tinggal  serumah serta

tidak ada komunikasi lagi sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan,

dan semua itu adalah benar disebabkan karena seperti yang sudah saya

sampaikan dalam poin 2 diatas.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah saya sampaikan tersebut diatas, maka

dengan ini  saya  selaku Tergugat  mohon kepada Majelis  Hakim Pengadilan

Negeri Buntok Kelas II untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini

agar terkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara saya dan istri saya (IRA PURNAMA)

Putus karena perceraian sesuai dengan surat gugatannya.

2. Menyatakan anak dari perkawinan antara saya dengan istri saya yang

bernama JUNA CRISTIAN tetap  menjadi  tanggung  jawab  saya  sebagai

ayah kandung dari anak tersebut.

3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Buntok Kelas II

untuk  menerbitkan  surat  cerai  kepada  kami  masing  –  masing  setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Memohon  kepada  majelis  hakim  pengadilan  negeri  buntok  kelas  II

untuk  memutuskan  bahwa  segala  yang  ditimbulkan  akibat  perkara  ini

dibebankan semuanya kepada pihak penggugat.

5. Apabila majelis hakim pengadilan negeri buntok kelas II berpendapat

lain maka dimohon putusan yang seadilnya.
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Menimbang,  bahwa  terhadap  jawaban  dari  Tergugat tersebut

Penggugat,  mengajukan  Replik  secara  lisan  yang  menyatakan  bahwa

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam kehidupan berumah tangga,

demikian pula terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  –  dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa surat – surat

dan Saksi – Saksi seperti diuraikan dibawah ini ; 

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

adalah :

1. Fotocopy Surat Nikah antara IRWANTO dengan IRA PURNAMA yang

dikeluarkan  Gereja  Paroki  Santo  Paulus  Buntok  oleh  Pendeta  Filemon

Amel, MSF tertanggal 23 April 2014. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-24042014-0005

atas nama IRWANTO dengan IRA PURNAMA yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal

24 April 2014. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy   Kartu  Keluarga  Nomor  :  6204062610160006  atas  nama

Kepala Keluarga IRWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito  Selatan tertanggal  08 November

2016. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6204064404960010 atas nama

IRA  PURNAMA  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil Kabupaten Barito  Selatan tertanggal  16  Agustus  2018.

Selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;

5. Fotocopy  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  :  6204-LT-30112016-0001

atas nama JUNA KRISTIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito  Selatan tertanggal  30 November

2016. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;

6. Fotocopy Surat Pernyataan berpisah/cerai  antara IRWANTO dengan

IRA PURNAMA yang dibuat oleh Pihak Penggugat tertanggal 23 Agustus

2017. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;

7. Fotocopy Surat Keterangan Cerai Adat Nomor : 03/MAD-PAR/I-2016

antara IRWANTO dengan IRA PURNAMA yang dibuat oleh KARTISI SALIN

Mantir Adat Desa Pararapak, Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito

Selatan tertanggal 12 Januari 2016. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-7 ;
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8. Fotocopy  Surat  Keterangan  Pemenuhan  Hukum  Adat  antara

IRWANTO dengan IRA PURNAMA yang dibuat oleh KARTISI SALIM Mantir

Adat  Desa  Pararapak,  Kecamatan  Dusun  selatan,  Kabupaten  Barito

Selatan. Selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-8

tersebut  dalam  persidangan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  benar

sesuai dengan Aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan

Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai

alat pembuktian yang sah menurut hukum ; 

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat tersebut di

atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi

guna memperkuat gugatannya, yang masing – masing bernama : 

1. Saksi  IKIN ISNATIUS,  di  persidangan telah memberikan keterangan

dengan berjanji menurut Agama Saksi, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  dihadapkan  kepersidangan  ini sehubungan  dengan

gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yaitu Anak kandung

Saksi ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  melangsungkan  perkawinannya

secara Adat pada Tahun 2011 di Desa Pararapak dan melangsungkan

perkawinannya secara Gereja di  Gereja Paroki  Santo Paulus Buntok

oleh  Pendeta  Filemon Amel  ,  MSF pada  tanggal  23  April  2014 dan

pencatatan sipil pada tanggal 24 April 2014 ;

- Bahwa  pemuka Agama yang melangsungkan perkawinan Penggugat

dan Tergugat adalah Pendeta Filemon Amel, MSF ;

- Bahwa  Saksi  ada  hadir  pada  waktu  acara  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat harmonis ;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

Saksi;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikarunia anak

1 (satu) orang anak laki – laki ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 25

Juli 2012 ;

- Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  bernama  JUNA

KRISTIAN ;
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- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bersekolah kelas

1 (satu) Sekolah Dasar ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut

diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di Perusahaan Sawit

sedangkan Tergugat dahulu bekerja di Perusahaan di wilayah Kapuas

sekarang Penggugat bekerja di Perusahaan arang di Desa Pararapak ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi  Penggugat  dan Tergugat  tidak pernah

bertengkar, akan tetapi pada waktu Penggugat ikut ke tempat Tergugat

bekerja,  setelah  Penggugat  pulang  dari  tempat  Tergugat  bekerja

kemudian Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Penggugat

akan bercerai dengan Tergugat karena sudah habis jodoh ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah pergi dari rumah Saksi

sejak Tahun 2015 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah

Saksi dan sejak tahun 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

cerai secara adat ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  Tergugat  pergi  dari  rumah  Saksi  ke

rumah Orang tuanya di Desa Pararapak hanya beda RT ;

- Bahwa  Saksi  sebagai  Orang  tua  Penggugat  pernah  berusaha

menyelesaikan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

nafkah  kepada  Penggugat  akan  tetapi  untuk  anaknya  pernah

memberikan uang untuk jajan ;

Atas  keterangan  Saksi tersebut, Penggugat  dan  Tergugat

membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi  RUDIONO, di  persidangan  telah  memberikan  keterangan

dengan berjanji menurut Agama Saksi, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  dihadapkan  kepersidangan  ini sehubungan  dengan

gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yaitu Menantu Saksi;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  melangsungkan

perkawinannya secara Adat pada Tahun 2011 di Desa Pararapak dan

melangsungkan perkawinannya secara Gereja di  Gereja Paroki Santo

Paulus Buntok oleh Pendeta Filemon Amel, MSF pada tanggal 23 April

2014 dan pencatatan sipil pada tanggal 24 April 2014 ;
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- Bahwa  pemuka Agama yang melangsungkan perkawinan Penggugat

dan Tergugat adalah Pendeta Filemon Amel, MSF ;

- Bahwa  Saksi  ada  hadir  pada  waktu  acara  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat harmonis ;

- Bahwa  setelah  menikah Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah

tinggal ikut besan Saksi yaitu sdr. IKIN ISNATIUS ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikarunia

1 (satu) orang anak laki – laki ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 25

Juli 2012 ;

- Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  bernama  JUNA

KRISTIAN ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bersekolah kelas

1 (satu) Sekolah Dasar ;

- Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  diasuh  oleh

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Sawit sedangkan Tergugat

dahulu bekerja di Perusahaan di wilayah Kapuas sekarang Penggugat

bekerja di Perusahaan arang di Desa Pararapak ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi  Penggugat  dan Tergugat  tidak pernah

bertengkar, akan tetapi Saksi merasa ada yang aneh karena Tergugat

tiba – tiba kembali tinggal ikut Saksi ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Tergugat  tidak  pernah  memukul

Penggugat;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal

hidup serumah lagi sejak Tahun 2015 dan sampai sekarang ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah selingkuh ;

- Bahwa  Saksi  sebagai  Orang  tua  Tergugat  pernah  berusaha

menyelesaikan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi ;

- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  Terdakwa  tidak  pernah  memberikan

nafkah  kepada  Penggugat  akan  tetapi  untuk  anaknya  pernah

memberikan uang untuk jajan ;

Atas  keterangan  Saksi tersebut, Penggugat  dan  Tergugat

membenarkannya dan tidak keberatan ;
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Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Tergugat menyatakan tidak

akan mengajukan alat – alat bukti berupa surat – surat maupun Saksi – Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi

yang  perlu  disampaikan  lagi  di  persidangan,  sehingga  Majelis  Hakim

menyatakan cukup untuk pemeriksaan persidangan dan selanjutnya Majelis

Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

mengajukan  kesimpulan, namun  Penggugat  menyatakan  tidak  akan

mengajukan kesimpulan  dan  tetap  pada gugatannya  serta  mohon putusan,

sedangkan  Tergugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan  kesimpulan  dan

tetap pada bantahannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu

yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  yang  tidak  termuat  dalam

putusan ini dianggap selengkapnya telah termuat dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  Penggugat  dan  Tergugat  telah

memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  telah

mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa  antara  Penggugat  (IRA  PURNAMA)  dengan  tergugat

(IRWANTO)  adalah  sebagai  pasangan  Suami  istri  yang  Sah,  yang

melangsungkan  perkawinan  secara  Agama  Kristen  Katolik  dihadapan

Pemuka  Agama  Kristen  Katolik  yang  bernama  Pastor  Filemon  Amel  di

gereja santo pada tanggal 23 april 2014 di buntok dan telah di catatkan di

dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan , Provinsi

Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6204-

KW-2404204-0005 tanggal 24-04-2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia

1 (satu) orang anak yang bernama : Juna Kristian, Agama : Kristen Katolik,

jenis kelamin : Laki-Laki , lahir di : Pararapak pada tanggal : 25 -07 -2012

dan sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa  pada  awal  pernikahan  kehidupan  rumah  tangga  antara

penggugat dengan tergugat berjalan cukup harmonis , rukun dan bahagia

sebagaimana layaknya  pasangan  suami  istri  dalam  membina  rumah

tangga,  namun  hal  tesebut  tidak  berlangsung  lama,  oleh  karena  mulai

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sebagai  akibat  adanya

perbedaan  prinsip  dalam  membina  rumah  tangga  antara  penggugat

dengan  Tergugat, sehingga  tidak  dapat  diselesaikan  dan  semakin

meruncing;
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4. Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  penggugat  dengan  Tergugat

terjadi sekitar awal tahu 2015 tergugat tanpa seijin penggugat telah pergi

meninggalkan  penggugat  dan  sejak  saat  itu  tergugat  tidak  pernah  lagi

memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, sehingga akhirnya

Penggugat  mengajukan gugatan cerai  terhadap Tergugat  ke  Pengadilan

Negeri  Buntok  Kelas  II,  karena  keutuhan  rumah tangganya  tidak  dapat

dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat

telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa  Penggugat  pada  poin  4  yang  menyatakan  sering  terjadi

perselisihan,  pertengkaran  dan  perbedaan  prinsip  sehingga  tidak  dapat

diselesaikan sehingga semakin meruncing, sama sekali itu tidak benar dan

hanya berupa aasan saja, karena menurut Tergugat didalam rumah tangga

kami aman – aman saja dan biasa – biasa saja ;

- Bahwa  dalam  gugat  Penggugat  sejak  awal  tahun  2015  yang

menyatakan  bahwa  Tergugat  pergi  meninggalkan  istri  Tergugat

(Penggugat)  tanpa  seijin  Penggugat  dan  tidak  pernah  lagi  memberikan

nafkah  lahir  maupun  batin  kepada  Penggugat  dan  pernyataan  tersebut

adalah bohong dan tidak benar sebab yang benar adalah bahwa diawal

tahun 2015 istri  Tergugat (Penggugat) pernah mengajukan gugatan cerai

kepada  penghulu  adat  desa  pararapak  (sdr.KARTISI)  untuk  diceraikan

secara adat dan hal itu sudah dilaksanakan oleh penghulu adat sehingga

kamipun  diceraikan.  Walaupun  itu  hanya  atas  keinginan  istri  Tergugat

(Penggugat) dan bukan atas keinginan Tergugat waktu itu, sebab Tergugat

tidak tahu letak kesalahan Tergugat dan saat itu lah Tergugat tidak diterima

lagi masuk bersatu dengan istri Tergugat karena istri Tergugat menganggap

bahwa kami sudah cerai. Guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan,

maka  Tergugat  pergi  ketempat  orang  tua  Tergugat  dan  tinggal  dirumah

orang tua Tergugat yang jaraknya hanya kurang lebih 50 meter dari rumah

penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  –  dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti – bukti surat P-1 sampai dengan

P-8 yang  telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan  dipersidangan sesuai

dengan aslinya ;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil  gugatan  Penggugat,  dikaitkan  dengan

surat-surat bukti dan Saksi - Saksi, maka yang menjadi permasalahan pokok

dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami – isteri
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sudah  tidak  kumpul  lagi  dalam  satu  rumah  sejak  tahun  2015,  hal  ini

disebabkan  oleh  karena  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena terjadi pertengkaran yang tidak

bisa  didamaikan  lagi  dan  berakibat  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Gugatan  ini  adalah  mengenai

perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan – ketentuan

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang

Perkawinan dan Peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang

–  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974   Tentang  Perkawinan

tersebut  di  atas,  perkawinan  adalah  kekal  dan  abadi  namun  Pasal  19

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengatur  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  apabila  memenuhi  alasan  atau

alasan – alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut ;

Menimbang,  bahwa didalam suatu perkara perceraian,  yang pertama

dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah

antara  Penggugat  dan  Tergugat  benar  terikat  dalam perkawinan  yang  sah

menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyatakan,  suatu perkawinan dinyatakan sah,

apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing  –  masing  agamanya  dan

kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa  Fotocopy Surat Nikah yang

dikeluarkan oleh Gereja Paroki Santo Paulus Buntok oleh Pendeta Filemon

Amel, tertanggal 23 April 2014, serta bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta

Perkawinan, nomor : 6204-KW-24042014-0005, atas nama IRWANTO dengan

IRA PURNAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Barito  Selatan tertanggal  24 April  2014,  serta dihubungkan

pula dengan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu

Saksi  IKIN ISNATIUS dan Saksi  RUDIONO, ternyata benar Penggugat dan

Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan  di  Gereja  Santo  Paulus,  pada

tanggal 23 April 2014, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di

Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang –

undang Perkawinan,  bahwa  perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

tersebut adalah sah menurut hukum ; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  memutuskan  suatu  perkawinan  dengan

perceraian,  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang  Perkawinan secara  limitatif  telah  menyebutkan  adanya  alasan  –

alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak

yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah,

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah

satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai  suami atau isteri  dan atau terjadi

pertengkaran yang terus – menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang –

Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974  Tentang Perkawinan) ; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  permasalahan  pokok  dalam  gugatan

Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami – isteri

sudah  tidak  kumpul  lagi  dalam  satu  rumah  sejak  tahun  2015,  hal  ini

disebabkan  oleh  karena  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak bisa berjalan harmonis, karena terjadi pertengkaran yang tidak

bisa  didamaikan  lagi  dan  berakibat  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II,  Majelis  Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa  dalam  perceraian  tidak  perlu  pula  dilihat  dari  siapa

penyebab  perselisihan/  kesalahfahaman/  percekcokan  atau  salah  satu

pihak  telah  meninggalkan  pihak  lain  tersebut,  akan  tetapi  yang  perlu

dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan

atau  tidak  (vide  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  R.I  Nomor  :  534

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;  

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yaitu  Saksi  IKIN

ISNATIUS, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan

pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun hal tersebut tetap tidak berhasil, sehingga akhirnya Tergugat

pada tahun 2015 pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak

pernah  berkumpul  lagi  dengan  Penggugat,  sehingga  akhirnya  Penggugat

mengajukan  gugatan  a  quo.  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  keterangan

Saksi  RUDIONO  yang  mengatakan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tidak
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tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, karena pada tahun 2015 Tergugat pergi

dari rumah Penggugat dan kembali tinggal bersama dengan Saksi RUDIONO

sampai  sekarang  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi  kembali  lagi  kerumah

Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  menurut  hemat  Majelis  Hakim,  walaupun  dari

keterangan  Saksi  –  Saksi  Penggugat  terungkap  jelas/  nyata  adanya

perselisihan – perselisihan/  pertengkaran – pertengkaran antara  Penggugat

dan  Tergugat,  dan  dengan  melihat  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat,  yang  mana  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

komunikasi  yang  terjalin  baik,  dan saling  jalan  sendiri  –  sendiri,  dan  sejak

tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, serta didalam

jawabannya  Tergugat  sendiri  meminta  kepada  majelis  hakim  untuk

memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian,

maka menurut Majelis  Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula

pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354

K/Pdt/2001,  yang  kaedah  hukumnya  berbunyi  “suami  istri  yang  telah

pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan

untuk hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya  Tergugat membantah gugatan

Penggugat  yang  menyatakan  sering  terjadi  perselisihan,  pertengkaran  dan

perbedaan  prinsip  sehingga  tidak  dapat  diselesaikan  sehingga  semakin

meruncing, sama sekali itu tidak benar dan hanya berupa alasan saja, karena

menurut Tergugat didalam rumah tangga kami aman – aman saja dan biasa –

biasa saja dan sejak awal tahun 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat pergi

meninggalkan  istri  Tergugat  (Penggugat)  tanpa  seijin  Penggugat  dan  tidak

pernah lagi  memberikan nafkah lahir  maupun batin  kepada Penggugat  dan

pernyataan tersebut adalah bohong dan tidak benar sebab yang benar adalah

bahwa  diawal  tahun  2015  istri  Tergugat  (Penggugat)  pernah  mengajukan

gugatan  cerai  kepada  penghulu  adat  desa  pararapak  (sdr.KARTISI)  untuk

diceraikan secara adat  dan hal  itu  sudah dilaksanakan oleh penghulu adat

sehingga kamipun diceraikan. Walaupun itu hanya atas keinginan istri Tergugat

(Penggugat)  dan bukan atas  keinginan Tergugat  waktu  itu,  sebab Tergugat

tidak tahu letak kesalahan Tergugat dan saat itu lah Tergugat tidak diterima lagi

masuk bersatu dengan istri Tergugat karena istri Tergugat menganggap bahwa

Penggugat dan Tergugat sudah cerai. Guna menghindari hal – hal yang tidak
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diinginkan,  maka  Tergugat  pergi  ketempat  orang  tua  Tergugat  dan  tinggal

dirumah orang tua Tergugat yang jaraknya hanya kurang lebih 50 meter dari

rumah penggugat ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  jawaban  yang  diajukan  oleh  Tergugat

tersebut  diatas,  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  yaitu

keterangan Saksi IKIN ISNATIUS yang dihadirkan telah membenarkan bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pertengkaran  yang  mengakibatkan

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  sejak  tahun  2015  tinggal  kembali

bersama orang tuanya sampai dengan sekarang. Hal tersebut juga dibenarkan

oleh  Saksi  RUDIONO  dan  Tergugat  sendiri  melalui  jawabannya  terhadap

gugatan Penggugat,  yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  serumah  lagi  karena  Tergugat  pergi  dari  rumah

Penggugat kerumah orang tuanya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah

kembali  lagi  kerumah Penggugat  tersebut,  sehingga memang benar  antara

Penggugat  dan Tergugat  telah tidak tinggal  serumah lagi  sejak tahun 2015

yang diakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  sebagaimana

yang  telah   digariskan   dalam  Pasal   1  Undang  –  Undang  Republik

Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  berbunyi

“tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha Esa”

menurut  Majelis  Hakim  tidaklah  dapat  terwujud  dalam  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim

berpendapat, perselisihan – perselisihan/ pertengkaran – pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat  t i  d a k dapat didamaikan lagi, dengan demikian

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangganya ; 

Menimbang, bahwa oleh karena hal – hal tersebut diatas, maka Majelis

Hakim  berpendapat  petitum  angka  2,  yang  meminta  agar  perkawinan

Penggugat  dan  Tergugat  dinyatakan  putus  karena  perceraian  dapat

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

JUNA KRISTIAN, jenis kelamin laki – laki, lahir di Buntok, pada tanggal 25 Juli

2012, masih berumur kurang lebih 6 (enam) Tahun,  sehingga terhadap anak

Penggugat dan Tergugat  tersebut berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, yang

menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai
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umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin”,

maka Majelis Hakim berkesimpulan anak tersebut  belum dewasa,  sehingga

anak tersebut  masih sangat  membutuhkan bimbingan, asuhan dari  seorang

ibu dan selama ini  anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan  Penggugat,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  adalah  tepat  jika  anak  tersebut  berada

dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa, menikah dan/atau

bisa  berdiri  sendiri,  sehingga dengan demikian  petitum gugatan Penggugat

angka 3 dapat dikabulkan ;
Menimbang,  bahwa  konsekuensi  dikabulkannya  gugatan  Penggugat

angka 3 tersebut, maka Tergugat sebagai bapak kandung dari anak tersebut

tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya

orang  tua  kandung  terhadap  anak  yang  berada  dalam  pengguasaan

Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  sebagai  konsekuensi  logis  dari  dikabulkannya

petitum  angka  2  gugatan  Penggugat,  maka  untuk  memenuhi  ketentuan

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan

Panitera  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II  untuk  mengirimkan  salinan

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat

perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat

didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten

Barito Selatan untuk mencatat  peristiwa perceraian tersebut  dimana tempat

perkawinan  tersebut  dilakukan  agar  putusan  perceraian  tersebut  dapat

didaftarkan  (lihat  :  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor : 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian

petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tuntutan  pokok  Penggugat  telah

terbukti dan dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada pada

pihak yang kalah dan  haruslah dihukum untuk membayar biaya – biaya yang

timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5

dapat dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan

angka  5 gugatan  Penggugat  dikabulkan,  maka  mengenai  petitum  angka  1

gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya, dapat dikabulkan ;
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Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan

yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum

gugatan  Penggugat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Acara

Perdata yang berlaku ; 

Mengingat  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun

1974   Tentang  Perkawinan dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lain yang

bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan  bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

telah  dilangsungkan di Gereja SANTO PAULUS, menurut  Agama Kristen

Katolik, pada tanggal 23 April 2014, serta telah pula dicatatkan pada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, pada

tanggal  24 April  2014,  sesuai  dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

6204-KW-24042014-0005, dinyatakan  putus  karena  perceraian  dengan

segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan anak yang bernama JUNA KRISTIAN, Jenis kelamin Laki

– laki, lahir di  Buntok, pada tanggal  25 Juli 2012, ada di bawah perwalian

dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap

memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu sebagaimana layaknya

orang tua terhadap anak ;

4. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II

atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai  salinan putusan

perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, guna

mencatat tentang perceraian ini ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.  391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Negeri Buntok Kelas II,  pada hari  Kamis,  tanggal 6 September

2018,  oleh kami, BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,  M.H.,  sebagai

Hakim  Ketua,  AGUSTINUS,  S.H., dan  JOHN  RICARDO,  S.H.,   masing –

masing sebagai Hakim  Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2018/PN Bnt,

tanggal  27  Agustus  2018,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  persidangan
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terbuka  untuk  umum  pada  hari  Kamis,  tanggal  13  September  2018  oleh

Majelis  Hakim  tersebut, dibantu  oleh  FRIDHO  TUMON,  S.H.,  Panitera

Pengganti pada  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II  dan dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

AGUSTINUS, S.H.

Ketua Majelis,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,

M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran : Rp      30.000,-
Biaya ATK : Rp      50.000,-
Biaya Panggilan : Rp    300.000,-
Materai : Rp        6.000,-
Redaksi : Rp        5.000,-

JUMLAH : Rp    391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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